GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.28/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Menimbang

Mengingat

DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat, perlu memberikan dana hibah berupa
uang kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2)

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, daftar penerima hibah
berupa uang dan/atau hibah berupa barang/jasa dan
besaran wuang atau jenis, jumlah dan nominal
barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Penerima Hibah Dana Hibah berupa Uang kepada
Pemerintah Pusat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pemerintah Pusat
dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025,
dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.

Dana hibah dapat direalisasikan setelah masing-masing
yang bersangkutan menyampaikan kelengkapan
persyaratan administrasi dan ditandatangani Naskah
Perjanjian Hibah Daerah dan realisasi pencairan dana
hibah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur.

Penerima hibah  wajib bertanggungjawab  secara
administrasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan
dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaannya
kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal 11 Februari 2025

KEPALA BIRO HU M; Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

SUPARMI

ttd

NIP. 19690512 198903 2 009 AKMAL MALIK




Tembusan :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan-dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
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